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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukum kewarisan
Islam dalam dinamika sosial masyarakat Melayu di daerah Kabupaten Siak.
Kabupaten Siak adalah salah satu daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Riau
yang dulunya merupakan basis kesultanan Melayu-Siak.

Kajian ini merupakan penelitian hukum kewarisan sosiologis (/aw in
action). Dalam arti hukum kewarisan Islam tidak semata sebagai gejala normatif
yang otonom, tetapi juga sebagai suatu pranata sosial yang terkait dengan
aspek-aspek sosial lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan
fenomenologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui
hubungan-hubungan sosial antara warga masyarakat, perubahan-perubahan
sosial dan seterusnya dari masyarakat Melayu-Siak. Sementara pendekatan
historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah masyarakat Melayu-Siak dan
proses Islamisasi di daerah tersebut. Adapun pendekatan fenomenologis adalah
penelitian yang mengacu pada segi empirik, yaitu kehidupan nyata termasuk
gejala apa yang berada di belakang pola, sikap dan tindakan mereka sebagai
makhluk sosial.

Metode pengumpulan data dilakukan dari sumber data primer melalui
wawancara, obeservasi partisipasi dan penelitian dokumentasi, yaitu berupa
putusan pengadilan. Sementara sumber data skunder diperoleh melalui studi
kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode
kwalitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum kewarisan
Islam dengan kewarisan hukum adat Melayu-Siak terjadi dalam bentuk
kerjasama dan pertentangan (cooperation-conflict) dan hukum kewarisan Islam
mendominasi seluruh aspek kewarisan hukum adat. Unsur-unsur adat lokal
terlihat pada pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti
dan pola pembagian harta warisan yang lebih memperioritaskan anak
perempuan. Sebaliknya, interaksi tidak terjadi dalam bentuk persaingan
(competition). Hal ini, erat kaitannya dengan posisi hukum adat sebagai sumber
nilai dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Melayu-Siak hukum adat
yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum
Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam.

Interaksi antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan hukum adat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; adat, kesamaan sistem kekerabatan,
dan fleksibelitas hukum kewarisan Islam. Di antara faktor-faktor tersebut adat
merupakan faktor utama yang menyebabkan dominannya hukum kewarisan
Islam.

Meskipun pelaksanaan hukum kewarisan di daerah Melayu-Siak didominasi
oleh hukum kewarisan Islam (faraid), namun untuk masa yang akan datang
eksistensi hukum kewarisan Islam sangat mungkin mengalami perubahan.
Perubahan itu hendaknya mengarah kepada hal-hal yang lebih positif. Untuk itu,
perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya melalui
peningkatan aktifitas keagamaan, dan pelestarian budaya Melayu. ‘
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TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab dalam disertasi ini mengikuti sistem
Departemen Agama, sebagaimana terdapat dalam buku Johannes den Heijer
dan Ab. Massier (eds.), Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (Jakarta: INIS,

1992).

1. Konsonan Tunggal

\

£ = - A S = q
« = b o = s d = k
S o=t o= sy Jd = |
S o= § Ua = S 2 = m
z = ] ua = d O = n
z = h L = t s = W
¢ = kh L = z o> = h
> 4 9 ¢ =y
3 = 3 ¢ = q 3 = ah
J =7 @ = f B = at

2. Konsonan Rangkap
Konsonan ditulis rangkap dikarenakan adanya syahdah.

Contoh:

W,
) j}'u.“

rabband

al-munawwarah
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(98]

. Vokal Pendek

..... = a Contoh: wall = alhamadu
..... = j Contoh: S = kalimatan
..... = u Contoh: G = yuSrifu

N
o<
(o)
Q
o
-
o
.
o
3
Q@

= 3 Contoh: oYl = akinsén

= i Contoh: ol = al-mubin

= 0 Contoh: osslidl = al-muflihdn
5. Diftong

= au Contoh: a8 = qgaum

= ai Contoh: LGibd = /stafaind

6. Kata Sandang al-

= al- Contoh: psill = al-gayydm
= asy-sy ~ Contoh: : u.u\-u“ = asy-syamsu
= wa al- Contoh: il y = wa al-gamar
7. Ta’Marbuthah
- Ta’ marbutah hidup
Contoh: 3 AY) & = fial-Akhirati
- Ta’marbutah mati
. Contoh: 3y = Taurah

- Ta’marbutah yang diikuti kata sandang
Contoh: Ll dbe 0 =  Maw izah al-Hasanah
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. Huruf Kapital
Penerapan huruf kapital disesuaikan dengan yang berlaku dalam Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD)

- Penulisan awal nama diri

Contoh: JXas = Muhammad
- Huruf awal kata asal
Contoh: cuall =i = Mafétih al-Gaib

- Permulaan kalimat

Tafsir Sdrah al-Fétibah

Contoh: dailill 3 y g yauds
- Lafaz Allah ditulis besar, kecuali penulisan dirangkai sebelumnya dengan

kata-kata atau huruf

Contoh: &) Jeuy = Rasululldh
Contoh: Ay = Wallahu
Contoh: & o = minallahi
&
*
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura adalah nama yang memiliki
cerita abadi bagi masyarakat Riau, khususnya bagi masyarakat Melayu yang
tinggal di pesisir timur Sumatera. Sebab, daerah ini dulunya merupakan pusat
kesultanan Melayu-Siak, yaitu kesultanan Islam yang cukup disegani. Daerah
taklukannya relatif luas, yaitu mencakup daerah semenanjung Malaysia dan
Sumatera bagian tengah, dan utara seperti Kota Pinang, Asahan, Deli Serdang,
Langkat, Penai, dstnya. Pada masa jayanya, kesultanan ini menjadi pusat
pengembangan agama Islam tempat berkiblatnya berbagai daerah dalam kawasan
selat Malaka dan pantai timur Sumatera., Pada saat itu Islam tidak hanya menjadi
anutan mayoritas penduduk, akan tetapi dijadikan hukum positif yang beriaku di
kesultanan.?

Menurut catatan sejarah, kesultanan Melayu-Siak berdiri pada tahun 1723M
dan Raja Kecil merupakan raja pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rakhmad
Syah dengan pusat pemerintahan berpindah-pindah dari Buatan ke Mempura,
Senapelan, kembali lagi ke Mempura dan akhirnya menetap di Siak Sri Indrapura.
Dalam tugas membangun negeri, Raja Kecil dibantu oleh empat orang besar

(datuk) kerajaan yang dikenal dengan Datuk Empat Suku. Mereka adalah Datuk

! Lihat Amir Luthfi, Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Istam
Dalarn Kesultanan Melayu Siak 1901-1942, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), him. 201-229.




Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja yang membidangi masalah adat, Datuk
Lima Puluh dengan gelar Sri  Bijuangsah yang membidangi masalah
pemerintahan, Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja yang membidangi
masalah dalam negeri, Datuk Kampar dengan gelar Maharaja Sri Wangsa yang
membidangi masalah rantau jajahan.

Pada dasamya, sejak berdirinya kesultanan Siak pada tahun 1723M sampai
dengan akhir kekuasaanya tahun 1945M, kesuitanan selalu mengalami perubahan,
terutama dalam struktur pemerintahan yang sudah barang tentu berimplikasi
terhadap pelaksanaan pemerintahan. Secara sederhana, kesultanan Siak dapat
dibagi ke dalam empat periode, yaitu; Pertama, tahun 1723M sampai dengan
1784M yang ditandai dengan tampilnya sultan berdarah Arab serta hubungan erat
dan historis yang sangat kuat dengan Pagaruyung (Minangkabau); Kedua, tahun
1784M-1898M, vyaitu sejak naiknya sultan al-Sayid al-Syarif Ali Abdul Jalil
Saifuddin menjadi khalifah sampai dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda;
Ketiga, tahun 1898M-1915M, yakni masa penjajahan Belanda terhadap kesultanan
Siak yang ditandai dengan pemberiakuan "Bab al-Qawa’id”di kesultanan ek dan
pemberiakukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Sultan; Keempat,
dari tahun 1915M-1945M yang ditandai dengan dominasi kuat kolonial Belanda di

kesultanan.?

2 Ahmad Yusuf & Umar Amin, Sultan Syarif Qasim II Raja Terakhir Kerajaan Siak Sti
Indrapura , (Pekanbaru: Pemda Riau, 1992), him. 132-141.

3 Amir Luthfi, Unsur Islam dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sii Indrapura 1915-
1945 (Pekanbaru: Puslit IAIN Susga, 1983), him. 19-32.




Kesultanan Siak Sri Indrapura mencapai masa keemasannya pada masa
pemerintahan sultan kedua belas, yaitu; Tengku Putera Sayed Qasim yang
bergelar Sultan Asy-Syaidi Asy-Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin 1915-
1945M). Beliau adalah sultan yang mempunyai komitmen kuat untuk memajukan
Siak dengan landasan nilai-nilai Islami. Hal ini terlihat dengan dibangunnya
“Mahkamah Syariah” untuk mengadili berbagai perkara perdata maupun pidana,
serta pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia
yang bertagwa. Sarana pendidikan dimaksud, yaitu; Madrasah Taufigivah al-
Hasyimiyah (untuk laki-laki) dan Madrasah an-MNiss ‘(untuk perempuan). Untuk
meningkatkan mutunya, sultan mendatangkan guru-guru dari Sumatera Barat,
seperti Ramli, Said Ali Idrus, Tengku Yahya, dan sebagainya. Mereka adalah
lulusan al-Azhar Mesir dan al-Junaid Singapura. Disamping itu, baginda
membangun Latifah School. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu-ilmu umum
(Iptek), bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kecuali itu, baginda juga mengundang
tokoh-tokoh agama dan ulama dari Sumatera Barét, seperti K.H. Dahlan Jambek,
Sirajuddin Abbas, Hamka, Usman ar-Rasuli, khusus untuk mendiskusikan
persoalan pendidikan. Kecuali itu, permaisuri Tengku Maharatu, secara aktif
melibatkan diri dengan membangun sekolah taman kanak-kanak pada tahun
1936M.*

Dengan demikian, maka interaksi adat dan Islam memasuki era baru

dengan terciptanya Islamisasi adat Melayu. Hal ini terungkap dalam pepatah yang

* Wan Ghalib, (67 tahun, tokoh masyarakat Siak), Wawarcara, 20 Juni 2000.




mengatakan; "Adat bersend; syarak, syarak bersend; kitabullah, syarak mengata
adat memakai, ya kata syarak benar kata adat. adat tumbuh dari syarak, syarak
tumbuh dari kitabullah”®

Oleh karena itu, maka seluruh nilai budaya dan noma-norma sosial
masyarakat Melayu-Siak wajiblah merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang
bertikai apalagi menyalahinya. Karenanya, semua nilai budaya yang dianggap
belum serasi dan sesuai dengan ajaran Islam harusiah “diluruskan” dan
disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan
dari adat istiadat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang
Melayu. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan
Melayu. Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut “*masuk Islam”, akan tetapi
“masuk Melayu”. Sebaliknya, bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah
hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan,
“Siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan Melayu, siapa memakai
syarak, maka ia masuk Melayu”. Dalam ungkapan lain dikatakan, “pia tanggal
Syarak, maka gugurish Melayu-nya".

Walaupun pada periode terakhir Belanda sangat mendominasi, namun
wilayah yang menjadi kekuasaan sultan masih relatif luas, Daerah-daerah tersebut
terdiri dari lima propinsi (distrik), yaitu; Pertama, Distrik Pekanbaru dengan

onderdistriknya Tapung Kiri, Tapung Kanan, dan Senapelan; Kedua, Distrik Siak

5 Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau, (Pekanbaru: Dewan
Kesenian Riau, 1994), him. 25.
§ Ibid,



dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura terdiri dari onderdistrik Siak, Sungai Apit,
dan Mandau; Ketiga, Distrik Tebing Tinggi dengan ibukotanya Selat Panjang terdiri
dari onderdistrik Tebing Tinggi, dan Merbau; Keempat Distrik Bagan Siapi-api
dengan onderdistriknya Bangko, Kubu, dan Tanah Putih ; Kelima, Distrik Bukit Batu
ibukotanya Sungai Pakning terdiri dari onderdistrik Bukit Batu dan Rupat.”

Sejak Indonesia merdeka kesultanan Siak menyatukan diri dengan negara
kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menjadi salah satu bagian dari daerah
Riau dan bersama-sama dengan Sumatera Barat dan Jambi masuk dalam daerah
Sumatera Tengah. Setelah Riau berubah menjadi sebuah propinsi berdasarkan
Undang-Undang nomor 61 tahun 1958, daerah Siak menjadi bagian dari
Kabupaten Bengkalis.

Bergulirnya semangat reformasi, telah membawa angin segar bagi daerah
Siak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, Siak di tetapkan
sebagai salah satu kabupaten yang wilayahnya meliputi eks kawedanaan Siak
ketika daerah ini masih menjadi kesultanan. Luas wilayahnya + 8.881,56 km2
yang terletak memanjang dari Minas sampai pesisir timur Sumatera bagian
tengah. Pada awalnya, Siak hanya memiliki tiga kecamatan “pemberian” Bengkalis
yang dulu tergabung dalam kewedanaan Siak, yakni kecamatan Siak, Minas, dan
kecamatan Sungai Apit. Untuk mempercepat proses pembangunan, maka
kabupaten Siak dimekarkan pula dengan lima kecamatan pembantu, yakni;

Dayun, Kerinci, Tualang Perawang, Bunga Raya, dan Sei. Mandau. Sekarang

7 Baca, “Kabupaten Rokan Hilir: Mimpi Lama yang Menunggu Kenyataan” dalam Aspirasi
Masyarakat Rokan Hilir Dalam Rangka Memperjuangkan Pembentukan Kabupaten Tingkat IT Rokan
Hilir (Dokumen yang tidak dipublikasikan, t.t), him. 3.



sedang dikaji kemungkinan pembentukan kecamatan pembantu lainnya, yakni
Buatan, Lubuk Dalam, dan Samsam.®

Siak, sudah lama terabaikan dan kurang mendapat perhatian yang
semestinya. Kebanggaan sebagai daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan
Islam di bumi Melayu, sepertinya hanya kenangan historis. Simbol-simbol
keislaman yang masih terdapat di bekas kerajaan ini, seperti istana kesultanan,
mesjid raya, balai kerapatan merupakan bukti bisu sejarah masa lalu. Akankah
kejayan itu bangkit kembali? Bagi masyarakat Siak, keinginan itu merupakan
angan-angan yang mereka dambakan. Mereka sangat berharap, Siak dapat
menjadi pusat pengembangan Islam, sebagaimana dulunya terjadi pada masa-
masa jayanya kesultanan Siak.

Potensi untuk mengembalikan kejayan itu terbuka lebar, asalkan
masyarakat di daerah ini mau bekerja keras. Banyak upaya yang dapat dilakukan,
di antaranya adalah dengan menumbuhkan kesadaran terhadap setiap individu
untuk melaksanakan Islam secara benar dan konsekwen, misalnya dalam
pelaksanaan kewarisan.

Hukum kewarisan atau yang lazim disebut faraid adalah salah satu bagian
dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang
telah meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari
hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam al-Qur’an maupun as-sunnah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-

8 pemda Kab. Siak, Profil Kabupaten Siak Tahun 2000, him. 11-2,



masalah yang secara kongkrit tidak dijelaskan dalam nash. Hal ini tentunya
memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-
teks nash tersebut berdasarkan akal pikiran mereka. Amir Syarifuddin
mengatakan, bahwa harta warisan dengan kematian muwaris telah menjadi hak
ahli waris secara mumi® Hal senada dikatakan Mukhtar Yahya dan
Fatchurrahman, bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan
kebendaan merupakan hak hamba yang mumi. Dengan demikian, pengaturan dan
pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu.°

Dengan demikian, pola pembagian kewarisan dapat saja dilakukan
berdasarkan kesepakatan dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris atau
berdasarkan kebiasan-kebiasan masyarakat di tempat itu. Pertanyaan yang
muncul adalah apakah masyarakat di daerah ini masih tetap konsekwen
melaksanakan hukum kewarisan Islam, atau malah membagi harta warisan
tersebut berdasarkan adat kebiasaan yang mereka anut? Dan bagaimana
pandangan Islam terhadap pelaksanaan kewarisan seperti itu?

Pertanyaan tersebut perlu dijelaskan mengingat masyarakat Siak, sebagai
bagian dari etnik Melayu-Riau, memiliki ciri-ciri spesifik di antaranya adalah

inklusif. Sikap ini dapat dipahami sebagai prototipe kemelayuan yang inheren

SAmir  Syarifuddin, Pelaksanaan Hukurn  Kewarisan Islam  Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him. 317,

“Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam;,
(Bandung: Al-Ma'arif, 1983), him. 367.



dengan keberadaannya sebagai individu. Dan ini telah mendorong masyarakat di
daerah ini bersifat dinamis dan toleran terhadap perubahan.

Disertasi ini dirancang untuk menjawab problem seputar pelaksanaan
kewarisan di daerah ini dengan judul “"INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok

kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pola kewarisan hukum adat masyarakat Melayu-Siak?

2. Bagaimana proses interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan?
3. Sejauhmana pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan hukum

adat Melayu-Siak?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakan penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mempelajari dan memahami pola kewarisan adat masyarakat Melayu-
Siak.

2. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang interaksi
antara kewarisan hukum adat dengan hukum kewarisan Islam di daerah
Melayu Siak.

3. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum kewarisan Islam dalam

kewarisan hukum adat Melayu-Siak.
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Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang praktik-
praktik kewarisan dalam masyarakat serta untuk mengetahui gejala-gejala
sosial di seputar pelaksanaan kewarisan tersebut. Hal ini penting untuk
memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, baik pada tataran asas
maupun normatif yang pada gilirannya membantu memahami dinamika
hukum Islam, khususnya kewarisan. Sebab, tidak jarang perkembangan
pemikiran hukum Islam dipicu, bahkan diarahkan oleh perbenturan
kepentingan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berinteraksi.
Itu terjadi tidak hanya pada saat sekarang saja, akan tetapi juga pada
masa-masa yang lalu. Hal ini memberi kesan, bahwa hukum Islam itu hanya
produk pemikiran manusia Muslim dalam merespon lingkungan sekitarnya.
Untuk sebagiannya hal itu adalah benar, tetapi dalam waktu yang sama juga
merupakan ekspresi upaya memahami dan menjabarkan titah kewahyuan

ilahi dalam kehidupan nyata.

D. Manfaat Penelitian

Paling tidak terdapat tiga manfaat utama yang dapat diperoleh dari

penelitian ini, yaitu;

1.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui
secara lebih mendalam tentang keberadaan salah satu kelompok etnik dari
masyarakat Indonesia, baik yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi
dan keberagamaan mereka.

Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan dalam hukum Islam,

khususnya hukum kewarisan Islam.
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3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Siak yang
sedang giat-giatnya menggerakkan roda pembangunan, termasuk
pembangunan keberagamaan masyarakatnya. Sebab, selama pemerintahan
Orde Baru daerah Siak diberlakukan secara tidak adil dan kurang mendapat
perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, pada hal daerah ini
memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan sebagai bekas kesultanan
Islam yang cukup besar, daerah ini memiliki kekayaan budaya yang tiada

ternilai yang selama ini terabaikan.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang hukum kewarisan Islam sudah banyak dilakukan orang, baik
dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner) maupun dalam bentuk
penelitian hukum sosiologis dalam berbagai bentuk pendekatannya. Karya dalam
bentuk penelitian hukum kewarisan normatif (doktriner), misalnya karya Hajar.
M dengan judul, ‘Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi atas
Keberadaan Hukum Kewarisan”. Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum
kewarisan Islam di Indonesia dalam sejarah perundang-undangan dan dalam
realitas kehidupan masyarakatnya semenjak Islam menjadi anutan masyarakat
sampai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.

Hajar mengatakan, bahwa keberadaan hukum kewarisan Islam di masa
pemerintahan kolonial merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh
masyarakat Islam. Hukum itu secara bertahap mulai eksis sejalan dengan
diterimanya Islam sebagai agama dan setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam
hukum tersebut merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan

menjadi kesadaran hukum bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Kebijakan-




kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda yang bertujuan untuk
menghapuskan hukum kewarisan Islam dan menggantinya dengan hukum
kewarisan yang berlaku di negerinya, tidak pernah berhasil. Bahkan, keberadaan
hukum kewarisan Islam secara “terpaksa” dimasukkan ke dalam peraturan
perundang-undangan. Meskipun keberadaan hukum kewarisan Islam tersebut
pada akhirnya dihapus, namun hukum tersebut tetap eksis dan dipatuhi oleh
masyarakat.!

Selanjutnya dikatakan, setelah Indonesia merdeka kedudukan hukum
kewarisan Islam sebagai hukum positif dalam sistem hukum nasional terkesan
dilematis. Di satu sisi, ia tidak termasuk ke dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan sehingga dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, akan
tetapi di sisi lain ia merupakan /aw dan rufe yang diangkat menjadi /aw dengan
potensi political power.?

Penelitian lainnya adalah karya David S. Powers dengan judul, “Peralihan
Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris” Karya ini
merupakan pengembangan disertasi beliau pada Princeton University tahun
1975, yang mengkaji teks-teks ayat al-Qur'&n dan al-hadis yang menyangkut
kewarisan melalui metode kritik terhadap sintaksis dan makna kata waris dengan
menggunakan pendekatan linguistik dan leksikografig untuk kemudian
membandingkannya dengan kasus kewarisan yang terjadi pada abad

pertengahan di Spanyol dan di Afrika Utara.

! Hajar M, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Keberadaan Hukum
Kewarisan, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2002), him. 163.
12 1bid, him. 164-165



David S. Powers mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan kewarisan
termasuk salah satu aspek yang secara canggih dan lengkap diatur dalam al-
Quran, namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan dengan praktik
kewarisan yang berlaku pada masyarakat Islam, khususnya pada masyarakat
Islam Spanyol dan Afrika Utara. Untuk mencari jawaban terhadap kesenjangan
ini, David S. Powers menggunakan prangkat metodologi dan penyelidikan khas
kalangan revisionis yang dilengkapi dengan studi historis yang ketat. Dengan
alat-alat analisis dan lliteratur dalam sejumlah ayat waris al-Qur” an dan hadis, ia
menelusuri pola dari sejarah penafsiran yang berujung pada pendapat bahwa
apa yang disebut sebagai hukum waris Islam tidak identik dengan sistem waris
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. '3

Dalam karya ini, David S. Powers juga menjelaskan tentang teori
“Pelapisan” (Superimposition Theory) yang dikemukakan oleh orientalis Perancis
yang bernama W. Marcais. Teori ini merupakan pengembangan dari pendapat
W. Robertson Smith dalam karyanya yang berjudul "Kinship and Marriage in Early
Arabid’. Teori pelapisan pada intinya menjelaskan, bahwa fardh (fixed shares)
hukum Islam diambil dari praktik-praktik waris pra-Islam. Al-Qur' &n menetapkan
hak-hak waris antar suami-isteri dan para kerabat dekat perempuan dengan
memberikan fardh warisan kepada mereka. Aturan-aturan itu dengan sendirinya
bukan merupakan suatu sistem yang komplit, tetapi hanya modifikasi akan
golongan ahli waris baru di atasnya. Ashabah, para ahli waris pra Islam, masih
mewarisi tetapi sekarang hanya setelah warisan itu dibagikan kepada para ahli

waris yang ditetapkan al-Qur’an (af/ al-Faraidh). Dua elemen heterogen itu,

13 David S. Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan.: Kritik Historis Hukum Waris,
terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: LkiS, 2001) cet. I, him. 256-265.



hukum adat tribal Arabia pra-Islam dan legislasi al-Qur’ an, kemudian dileburkan

menjadi satu membentuk Ymu al-faraidh. **

Menurut David S. Powers, muncunya teori pelapisan yang didukung oleh
hampir seluruh orientalis dan kebanyakan ahli sejarah, hanya melihat legislasi
hukum waris al-Qur’ an sebagai reformasi ad hoc yang dirancang untuk
melengkapi hukum adat tribal Arabia di zaman pra-Islam. Selanjutnya dia
mengatakan, bahwa al-Qur’ an memperkenalkan sistem pewarisan yang lengkap
yang mengandung ketentuan untuk pewarisan ab intesatato dan testamentair
yang menggantikan sepenuhnya hukum adat tribal Arabia pra-Islam. Akan tetapi,
memang tidak identik dengan apa yang saat ini dikenal dengan hukum kewarisan
Islam. Sebab, sesudah wafatnya Nabi Muhammad terdapat orang-orang tertentu
yang telah memanifulasi teks al-Qur’ an dalam upaya mengubah makna ayat-
ayat yang terkait dengan waris, sementara masyarakat muslim dewasa ini tidak
memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas ayat-ayat al-Qur’an dan
hadis dimaksud atau atas sistem waris yang diterima oleh Muhammad.®

Sementara karya dalam bentuk hukum kewarisan sosiologis, misalnya
karya Amir Syarifuddin dengan judul, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam
dalam Lingkungan Adat Minangkabau”. Penelitian ini merupakan disertasi beliau
pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1982. Karya lainnya
adalah disertasi Abdullah Syah yang berjudul, “Integrasi Antara Hukum Islam dan
Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura

Langkat”.

4 Ibid., him. 21.
5 1bid., him. ix.
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Kedua disertasi tersebut telah membicarakan pelaksanaan hukum
kewarisan Islam, masing-masing pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat
Melayu di Tanjung Pura Sumatera Utara. Dari kedua disertasi tersebut dapat
disimpulkan, bahwa proses peresapan hukum kewarisan Islam di setiap daerah
tidaklah sama, terutama antara masyarakat yang menganut sistem Adat Perpatih
dan Adat Temenggong.

Pada masyarakat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih, menurut
Amir Syarifuddin, interaksi kedua sistem hukum tersebut dapat terjadi melalu tiga
tahap. Pada tahap awal, adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas
yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini tergambar dalam pepatah, "adat
bersendi alur dan patut dan syarak bersendi dalil”. Tahap kedua, salah satu
pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya diperlakukan sama
tanpa menggeser kedudukan yang lain, bahkan dalam pelaksanaannya salah
satu di antaranya menyandar pada pihak lain. Tahap kedua ini tergambar dalam
pepatah , “adat bersendi syarak, dan syarak bersendi adat” Pada tahap ketiga
terjadi kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat, sebagaimana
tergambar dalam pepatah, "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,
syarak mengato, adat memakai”®

Selanjutnya Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penundukkan adat
kepada Islam dalam tahap ini tidaklah berarti bahwa adat dengan sendirinya
telah menyesuaikan diri sepenunya dengan Islam, karena penyesuaian ini
memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak terjadi tanpa benturan.

Praktik-praktik kehidupan adat kelihatannya masih terus berjalan, terutama yang

16 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan, him. 169-179.




menyangkut dengan masalah warisan, karena harta pencaharian suami masih
dibawa menurut ketentuan adat oleh kaumnya, bukan oleh anak-anaknya.
Evolusi kearah integrasi adat yang Islami terus berlangsung hingga akhirnya -
harta pencaharian suami tidak lagi diwarisi oleh kaumnya, akan tetapi diwarisi
oleh anak-anaknya. Ini baru terlaksana setelah kemerdekaan Indonesia, di mana
terjadinya pendekatan-pendekatan dan musyawarah antara tokoh agama dengan
tokoh adat di Minangkabau. Dalam musyawarah “urang ampek jiniah alam
Minangkabau” tahu‘n 1952 berhasil disepakati, bahwa harta pusaka tinggi yang
didapati secara turun temurun menurut garis keibuan diturunkan menurut adat,
sementara harta pencaharian yang menurut adat disebut pusaka rendah
diwariskan menurut ketentuan syarak.'’

Sebaliknya, pada masyarakat Melayu di Tanjung Pura Langkat yang
menganut Adat Temenggong. Menurut Abbdullah Syah, proses penyesuaian
antara Adat Temenggong dengan hukum kewarisan Islam tidak menimbulkan
masalah, karena sistem Adat Temenggong, seperti halnya hukum kewarisan
Islam menganut asas individual, dalam arti bahwa segala harta warisan dapat
dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Demikian pula dengan asas bilateral
yang dianut Adat Temenggong yang memberikan harta warisan kepada anak
laki-laki dan perempuan, merupakan aturan yang sama dengan sistem hukum

kewarisan Islam.'®

Y Ibid., him. 180. Empat orang jiniah, maksudnya adalah empat orang jenis, yaitu;
penghulu, manti, malin dan dubalang. Lihat Rasyid Manggis, Minangkabau Sejarah Ringkas dan
Adatnya, (Padang: Sri Darma, 1971), him, 31-2.

1% Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Isiam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku
Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, (Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), him.
358-365. :
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Jika dalam masyarakat yang menganut Adat Perpatih interaksi hukum
Islam dan adat mengalami proses yang panjang dan banyak masalah, sebaliknya
pada masyarakat yang menganut Adat Temenggong seperti yang terjadi pada
masyarakat Tanjung Pura Langkat, interaksi adat dan Islam terjadi hampir tanpa
masalah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pola interaksi antara kedua
sistem hukum tersebut pada masyarakat yang menganut Adat Perpatih sekaligus
juga penganut Adat Temenggong, seperti masyarakat Melayu-Siak? Apakah
interaksi antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat (budaya lokal),
sama seperti yang terjadi pada masyarakat matrilineal Minangkabau, atau
sebaliknya interaksi tersebut berlangsung sebagaimana yang terjadi pada
masyarakat Tanjung Pura yang menganut Adat Temenggong atau interaksi
tersebut punya kekhasan tersendiri?

Sepanjang penelitian penulis belum ada karya yang menjelaskan tentang
hal itu. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan

tersebut.

F. Kerangka Teori

Interaksi, secara etimologi berarti hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi.’®> Dalam Sosiologi, interaksi diartikan dengan suatu proses
timbal balik yang saling mempengaruhi  terhadap perilaku para pihak yang
terlibat di dalamnya. Hal ini dapat terjadi melalui kontak langsung, atau melalui

berita yang didengar, atau melalui surat kabar.?°

19 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1986), him. 327.

% 1.S. Roucek dan Warren R.R., Sosiology: an Introduction, (London: Routiedge dan Kegan
Paul Ltd., 1963), him. 34.
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Soerjono Soekanto mendefenisikan interaksi sebagai hubungan-hubungan
yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan,
antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan

kelompok manusia.?

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasari oleh
pelbagai faktor, antara lain; faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.
Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi
berlangsungnya proses interaksi, walaupun di dalam kenyataannya proses tadi
memang sangat kompleks sehingga kadang-kadang sulit untuk mengadakan
pembedaan-pembedaan yang tegas antara faktor-faktor tersebut.?

Bonner, seperti dikutip Abu Ahmadi mengatakan, bahwa interaksi adalah
suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang
satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain
atau sebaliknya.”? Pendapat senada dikemukakan oleh G. Kartasapoetra dan J.S.
Badudu yang mendefenisikan interaksi sebagai hubungan sosial yang dinamis
antara orang perorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara
kelompok dan kelompok.?* Interaksi dapat berupa kerjasama (co-operation),

persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan

(confiict).”®

' Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas
Indonesia, 1970), him. 192.

2 Ibid, him. 194-5.

2 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: Bina Iimu, 1985), cet. viii, him. 25.

# G, Kartasapoetra dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Jakarta: Bumi Aksara,
1992), him. 211; Lihat juga J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa
Indonesia (Jakarta: Pustaka Suara Harapan, 1994), him. 536, dan Dep. P&K, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), him. 335.

% Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi, him. 199.
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Dalam Antropologi, interaksi diartikan sebagai proses sesuai menyesuaikan
antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya atau antara dua sistem
nilai yang merangkum semua aspek dinamik maupun statik antara kebudayaan
yang berinteraksi.”

Interaksi antara Islam dengan suatu kebudayaan adalah hubungan
dinamis yang terjadi dalam bentuk kerjasama (co-operation), persaingan,
(competition), atau pertentangan (conflict).*®

Hukum Islam, merupakan sinonim dari kata fikih, yaitu produk pemikiran
hukum  sebagai manifestasi dari rasa ketundukan kepada agama Islam.”’
Sementara hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang
mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada
orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasar kepada
wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur’ an dan as-sunnah. Dalam istilah bahasa
Arab disebut faraid, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan
beberapa istilah, hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum

pewarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan sebagainya.

% Ralph Linton, Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia, (Bandung: Jemmars,
1984), him. 266.

% Islam dalam kaitan ini adalah aktivitas keagamaan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai
yang ada dalam wahyu, karena Islam sebagai wahyu bukanlah kebudayaan. Lihat Alfian (ed.),
Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, (Jakarta: Gramedia, 1985), him. 145. Pendapat yang
sama dikemukakan oleh Faisal Ismail. Beliau membedakan agama-agama kepada dua macam,
yaitu; agama samawi dan agama budaya. Yang termasuk agama samawi adalah Islam, Kristen
dan Yahudi. Sementara agama budaya adalah agama selain dari agama samawi, seperti; Hindu,
Budha, Konghucu, dsbnya. Lihat Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan
Refleksi Historis, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), him. 37. Bentuk-bentuk interaksi tersebut
dapat dilihat melalui praktik dari Nabi Muhammad saw maupun dalam atsar sahabat dalam
merespon adat lokal, khususnya pada awal proses kreasi hukum Islam. Selanjutnya lihat bab II
disertasi ini.

¥ Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-
Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002),
him. 7.
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Hukum adat maksudnya adalah bagian dari hukum adat yang tidak tertulis
dan tidak diundangkan oleh pemerintah (non statutair), tetapi ditaati oleh
masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu
mempunyai kekuatan hukum dan sanksi. Secara substansi, hukum adat yang
dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijelmakan oleh ahli hukum Belanda
menjadi hukum adat (adatrecht). Kendati penjelmaan adat menjadi hukum adat
baru muncul sejak masa kolonial, namun substansinya sebagai aturan dalam
masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara.”® Dengan demikian
penggunaan kata adat dalam tulisan ini sama artinya dengan hukum adat kecuali
dijelaskan untuk makna lain.

Untuk melihat interaksi hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan hukum
adat di daerah Melayu-Siak, maka tulisan ini menggunakan kerangka teori
sebagai berikut:

1. Teori Pelapisan (Superimposition Theory).

Teori ini dikemukakan oleh W. Marcais, seorang orientalis berkebangsaan
Perancis. Teori pelapisan (superimposition theory) pada‘ intinya menjelaskan,
bahwa fardh (fixed shares) hukum Islam diambil dari praktik-praktik waris pra-
Islam. AlI-Qur’an menetapkan hak-hak waris antar suami-isteri dan para kerabat
dekat perempuan dengan memberikan fardh warisan kepada mereka. Aturan-
aturan itu dengan sendirinya bukan merupakan suatu sistem yang komplit, tetapi
hanya modifikasi akan golongan ahli waris baru di atasnya. Ashabah, para ahli

waris pra Islam, masih mewarisi tetapi sekarang hanya setelah warisan itu

% Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat df Indonesia, (Jakarta: INIS,
1998), him. 7.
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dibagikan kepada para ahli waris yang ditetapkan al-Qur’ an (ah/ al-Faraidh). Dua
elemen heterogen itu, hukum adat tribal Arabia pra-Islam dan legislasi al-Qur" an,
kemudian dileburkan menjadi satu membentuk ‘ilmu al-faraidh. %

Teori yang didukung oleh hampir seluruh orientalis dan kebanyakan ahli
sejarah, hanya melihat legislasi hukum waris al-Qur'4n sebagai reformasi ad
hoc yang dirancang untuk melengkapi hukum adat tribal Arabia di zaman pra-
Islam. David S. Powers mengatakan, bahwa al-Qur' an memperkenalkan sistem
pewari;an yang lengkap yang mengandung ketentuan untuk pewarisan ab
intesatato dan testamentair yang menggantikan sepenuhnya hukum adat tribal
Arabia pra-Islam. Akan tetapi, memang tidak identik dengan apa yang saat ini
dikenal dengan hukum kewarisan Islam. Sebab, sesudah wafatnya Nabi
Muhammad terdapat orang-orang tertentu yang telah memanifulasi teks al-
Qur’an dalam upaya mengubah makna ayat-ayat yang terkait dengan waris,
sementara masyarakat muslim dewasa ini tidak memiliki pembacaan dan
pemahaman yang tepat atas ayat-ayat al-Qur’an dan hadis dimaksud atau atas
sistem waris yang diterima oleh Muhammad.>°

2. Teori Evolusi.

Teori ini dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam karyanya yang
berjudul, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau’. Pada masyarakat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih,
menurut Amir Syarifuddin, interaksi antara kewarisan hukum adat dengan hukum

kewarisan Islam berlangsung secara evolusi dan bertahap. Setiap tahapannya

% David S. Powers, Peralihan Kekayaan, him. 21.
® Ibid., him. ix.
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mempunyai ciri-ciri spesifik yang membedakannya dengan tahapan yang lainnya.
Beliau membagi tahapan-tahapan tersebut kepada tiga macam, yaitu; pertama,
adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling
mempengaruhi; kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain
hingga keduanya diperlakukan sama tanpa menggeser kedudukan yang lain,
bahkan dalam pelaksanaannya salah satu di antaranya menyandar pada pihak
lain; ketiga, tahap kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat.?

3. Teori Integrasi.

Integrasi adalah penyesuaian-penyesuaian antara unsur-unsur suatu
kebudayaan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya dan terkristalisasi
sedemikian rupa sehingga sulit membedakannya.>? Sementara, “Teori Integrasi”
adalah teori yang berbicara tentang suatu bentuk konfigurasi yang berasal dari
dua unsur kebudayaan atau lebih yang melakukan interaksi. Teori ini
dikemukakan Abdullah Syah dalam karyanya yang berjudul, “Integrasi Antara
Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan
Tanjung Pura Langkat”.

Abbdullah Syah mengatakan, bahwa proses interaksi antara Adat
Temenggong dengan hukum kewarisan Islam di Kecamatan Tanjung Pura
berlangsung dengan cara pengadopsian kewarisan hukum adat dengan
memberinya label Islam. Hal ini dimungkinkan karena adanya kesamaan antara

kedua sistem hukum tersebut.>

3t Amir Syarifuddin, Pelaksanaan, him. 169-179.

® Eivin Hathch, 7heorfes of Man and Culture, (New York & London: Columbia University
Press, 1973), him. 77-8.

33 Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Isfam , him. 358-365.
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G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fie/ld research) dengan
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian
yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak
memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan
diukur secara tepat.>* Metode penelitian kualitatif merujuk kepada prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dituturkan orang
baik lisan maupun tuiisan, apa yang dilakukan orang sesuai dengan ungkapan
hati yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam
keleluasaanya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya
serta dalam peristilahannya. Data deskriptif dapat dipandang sebagai indikator
dari kelompok norma, atau nilai atau kekuatan sosial yang lainnya yang
mempengaruhi tingkah laku manusia.®

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan
fenomenologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui
hubungan-hubungan sosial antara warga masyarakat, perubahan-perubahan
sosial dan sebagainya dari masyarakat Melayu-Siak. Sementara pendekatan
historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah masyarakat Melayu-Siak dan
proses Islamisasi di daerah tersebut. Adapun pendekatan fenomenologis adalah
penelitian yang mengacu pada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia

termasuk gejala apa yang berada di belakang pola, sikap dan tindakan mereka

3 Lexy 1 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989),
him. 2-3.

% Robert Bogdan dan S.). Tylor, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Usaha
Nasional, 1993), him. 27.
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sebagai makhluk sosial. Artinya, penelitian ini menekankan  aspek-aspek
subyektif dari perilaku manusia. Peneliti berusaha untuk masuk pada dunia
konseptual pada subyek yang diteliti, sehingga dengan demikian akan dapat
dipahami mengapa, bagaimana dan sejauhmana pengertian itu dikembangkan
pada peristiwa dan kehidupan sehari-hari.

Menurut Noeng Muhadjir, asumsi dasar dari pendekatan fenomenologis
adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari
pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data,
menganalisis ataupun dalam membuat kesimpulan. Pendekatan fenomenologis
bukan hendak berpikir spekulatif, melainkan bertujuan untuk menempatkan
kemampuan manusia untuk berfikir reflektif, dan lebih jauh lagi untuk
menggunakan logika reflektif di samping logika induktif dan deduktif, serta logika
materil dan logika probablistik. Pendekatan fenomenologis bukan hendak
menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau
imperatif, melainkan mengangkat makna etik dalam berteori dan berkonsep.*

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Siak Propinsi Riau. Dijadikan
daerah ini sebagai lokasi penelitian, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut;

Pertama, daerah ini merupakan bekas pusat kerajaan Islam yang sangat
kental kehidupan beragama penduduknya. Sebab, sebagai daerah yang beretnik
Melayu, hal itu sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa disangkal,

apalagi sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam masalah keduniaan dan

% Noeng Muhadiir, Metodologi Penelitain Kualitatit (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), him.
116-8.
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sosial keagamaan sangat dihormati penduduknya. Saat ini, pelaksanaan
kehidupan beragama di daerah ini mendapat tantangan hebat. Tantangan
tersebut ada yang berasal dari masyarakat Siak sendiri, dan ada pula yang
berasal dari luar. Hal ini sebagai akibat dari letak geografis daerah yang sangat
strategis serta kekayaan alam yang melimpah yang menjadikan daerah ini
sebagai salah satu tujuan migrasi penduduk.

Kedua, dari aspek budaya masyarakat daerah ini menganut dua bentuk
adat dengan dua sistem kekerabatan, yakni; Pertama, Adat Perpatih yang
menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang
menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan perempuan; Kedua, Adat
Temenggong yang menganut sistem kekerabatan parental, yaitu sistem
kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki
dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
miniatur untuk melihat pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Propinsi Riau
yang sistem kekerabatan masyarakatnya juga terpolarisasi kepada dua sistem
yang sama, seperti yang berlaku di kabupaten Siak. Riau daratan sebagian
besar menganut sistem kekerabatan matrilineal, sementara Riau lautan
menganut sistem kekerabatan parental.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan mengambil daerah contoh
(sampel) pada tiga kecamatan, yakni; kecamatan Siak, Minas, dan kecamatan
Sungai Apit. Penentuan tiga kecamatan ini sebagai sampel didasarkan atas
pertimbangan, bahwa ketiga daerah tersebut merupakan eks kewedanaan Siak
yang menjadi inti kultural Melayu-Siak. Kecuali itu, ketiga daerah ini, di samping
telah memiliki data-data administrasi yang relatif memadai, juga telah dilengkapi

dengan perangkat-perangkat pemerintahan yang sudah lengkap. Kondisi ini
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belum dimiliki oleh lima kecamatan lainnya yang ada dalam wilayah kabupaten
Siak karena statusnya masih sebagai kecamatan pembantu, dan juga karena
usianya relatif masih sangat muda.

2.Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 bulan mulai dari tanggal 20
Desember 1999 s/d 19 Oktober 2000. Pengumpulan data lapangan dilakukan
melalui wawancara. Berdasarkan karakteristik masyarakat, maka yang menjadi
informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 40 orang. Penetapan jumiah
informan tersebut dilakukan dengan cara nonrandom sampling yakni
didasarkan atas posisinya dalam kelompok, pengetahuan, dan wawasan mereka
terhadap persoalan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya informan dimaksud dapat

dilihat pada tabel 1

TABEL 1
JUMLAH DAN KARAKTERISTIK INFORMAN PENELITIAN

No. Status Sosial Usia Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Tokoh Adat 50-70 SD - SLTA 6
2. | Tokoh Masyarakat 40-70 SLTA - PT 8
3. | Budayawan 45-65 SLTP - PT 5
4. | Pengurus Lembaga Adat | 45-65 SD - SLTA 5
5. | Dewan Kesenian Riau 35-55 SLTA - PT 3
6. | Peg, Pemda Siak 45-50 SLTA-PT 4
7. | Peg. Kecamatan 35-50 SLTA - PT 7
8. |Peg. KUA 35-55 SLTP - PT 2

JUMLAH | 40

37 Secara sederhana nonrandom sampling berarti pengambilan sampel tidak dengan cara
random. Artinya, tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi
sampel. Lihat, Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta Penerblt ANDI, 2000), cet. »xx,
jid. 1, him. 80. L
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Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terarah dan mendalam dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan.
Selain secara terencana, wawancara juga dilakukan tanpa terencana. Artinya,
bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selain berpedoman kepada daftar-
daftar pertanyaan yang sudah direncanakan, pertanyaan-pertanyaan juga
bersifat spontan yang muncul pada saat melakukan wawancara. Untuk menguiji
validitas data yang diperoleh dari wawancara dilakukan melalui cross cheks
terhadap informasi yang diterima.

Kecuali wawancara, pengump’ulan data lapangan juga dilakukan melalui
observasi partisipasi. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan
mengerti kehidupan orang-orang Melayu terutama yang berkaitan dengan adat
istiadat mereka. Instrumen yang digunakan dalam observasi partisipasi ini adalah
daftar periksa dan catatan-catatan tentang berbagai aspek dan kondisi lapangan.
Malinowski mengatakan, bahwa penelitian lapangan bukanlah sebuah pencatatan
penyusunan daftar yang pasif tentang fakta, melainkan sebuah proses analisis
dari hasil observasi langsung dan kalau mungkin partisipasi dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat. Dalam observasi partisipasi, peneliti turut dan terlibat
dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat yang diteliti dalam kurun waktu
tertentu, mengamati berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan orang,
mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk

menjelaskan gejala yang sedang diteliti.>®

3 Malinowski, Dinamik Bagi Perubahan Budaya, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1985), him. 11.
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Kecuali itu, juga melalui penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan
dengan maksud untuk mengetahui kenyataan hukum yang berlaku dalam
masyarakat yang dinyatakan oleh institusi yang berwenang memutus peristiwa
tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mendalami setiap putusan terhadap
penyelesaian peristiwa, serta pertimbangan hukumnya. Dari hasil analisa itu akan
dapat dikétahui norma hukum yang berlaku terhadap peristiwa tersebut. Data
yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkar sebagai data primer.

Studi terhadap putusan pengadilan ini dibatasi hanya pada kasus-kasus
kewarisan yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
Bengk'alis; Sebab, sampai dewasa ini Siak belum memiliki kedua institusi
tersebut. Penyelesian kasus-kasus yustisi yang terjadi di daerah Siak masih
ditangani oleh Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan Negeri yang
berkedudukan di Bengkalis sebagai kabupaten induk sebelum Siak menjadi
kabupaten sendiri.

Di samping melalui studi lapangan pengumpulan data juga dilakukan
melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksukan untuk mengetahui
sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu
mengadakan penelitian atau penulisan terhadap masalah kewarisan. Hal yang
sama juga dilakukan terhadap tulisan-tulisan maupun hasil-hasil penelitian
tentang Siak dan daerah Melayu-Riau pada umumnya dari segala aspeknya.
Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk untuk

memahami objek penelitian secara lebih sempurna, juga berguna sekali sebagai
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data sekunder yang dijadikan bahan perbandingan dengan hasil-hasil yang
dicapai dari penelitian lapangan.

3. Analisa data.

Analisa data dilakukan dengan cara mengklasifikasi data kedalam pola,
tema atau kategori-kategori. Proses pengklasifikasian atau pengkategorisasian
data dilakukan sejak berada di lapangan. Kategorisasi dan pengklasifikasian ini,
berarti juga upaya interpretasi kualititatif yang yang dilakukan secara induktif.
Nasution mengatakan, bahwa tanpa kategorisasi dan klasifikasi data akan terjadi
“chaos”. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis,
menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.
Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti bukan
kebenaran mutlak. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan
diuji dalam berbagai situasi lain. Interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti
kuantitatif, karena gejala sosial terlampau banyak variabelnya dan terlampau
terikat oleh konteks di mana penelitian dilakukan. Analisis data mengandung
pengertian usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian
dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi atau kategorisasi
sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat.>
H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dipilah kedalam tujuh bahasan yang berbeda. Namun, antara

satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan yang sangat kuat dan merupakan

¥ 5, Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), him. 126.
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satu konfigurasi yang utuh yang tidak terpisahkan. Bahasan-bahasan yang
dimaksud adalah sebagai berikut;

Bab I, berisikan pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah,
identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, mengupas tentang teori-teori hukum Islam tentang keberlakuan
hukum adat sebagai dasar tasyri’. Tulisan dalam bab ini lebih banyak bersifat
deskriptif dan merupakan hasil penelitian kepustakaan.

Bab III, merupakan deskripsi atau gambaran umum tentang masyarakat
Melayu-Siak. Dalam bahasan ini dijelaskan beberapa aspek, yakni aspek geografi
dan demografi, adat, sumber nilai, dan pengaruh hukum Islam terhadap hukum
adat Melayu-Siak.

Bab IV, menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan adat, yang
mengupas tentang harta pusaka, prinsip-prinsip kewarisan, pola pelaksanaan
serta pewarisan harta bersama.

Bab V, menjelaskan tentang unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam
kewarisan hukum adat Melayu-Siak yang mencakup; harta pusaka, ahli waris dan
penyelesaian pembagian warisan.

Bab VI, menjelaskan tentang interaksi hukum kewarisan Islam dengan
kewarisan adat Melayu-Siak, faktor-faktor pendukung serta prospek interaksi.

Bab VII, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.







BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Siak adalah nama sebuah kabupaten dalam wilayah Propinsi Riau.
Daerah ini merupakan bekas wilayah kesultanan Melayu-Siak yang pada masa
jayanya menjadi pusat pengembangan Islam, tempat berkiblatnya berbagai
daerah di pantai timur Sumatera dan semenanjung Malaka.

Masyarakat Siak menghubungkan garis genealogisnya dengan etnis
Melayu. Artinya, masyarakat yang tinggal di daerah ini merupakan
pendukung dan pengasas budaya Melayu. Simbol-simbol kebudayaan Melayu
yang sampai dewasa ini masih diakui sebagai referensi bagi identitas Melayu
adalah bahasa Melayu, Islam, keramahtamahan, dan keterbukaan
(inklusifitas). Oleh karena itu, dari aspek yuridis orang Melayu dapat saja
berasal dari setiap suku bangsa asalkan ia memenuhi kriteria-kriteria
tersebut, seperti dia harus seorang muslim, berbicara dalam bahasa Melayu
dan hidup sesuai dengan adat-istiadat Melayu.

Inklusifitas sebagai salah satu identitas orang Melayu telah menjadikan
masyarakat Melayu, termasuk Melayu-Siak, bersikap dinamis dan mampu
beradaptasi dengan beraneka ragam budaya. Inklusifitas ini pada akhirnya

disempurnakan oleh ajaran Islam yang diterima sepenuhnya oleh orang
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Melayu-Siak hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang
mengatakan ‘adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak
mengatakan, adat memakaikan”.,

Dominasi Islam terhadap adat dapat dilihat dalam semua aspek
kehidupan masyarakat, di antaranya dalam pelaksanaan kewarisan. Hampir
semua aspek kewarisan adat bersumber dari kewarisan Islam, baik yang
berkaitan dengan harta warisan, ahli waris, maupun pembagian warisan.
Dominannya hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan kewarisan pada
masyarakat Melayu-Siak, disebabkan karena adanya kesamaan dalam sistem
kekerabatan yang dianut, yakni parental/ bilateral, di samping fleksibelitas
dari hukum kewarisan Islam itu sendiri dengan mengakomodir beberapa
aspek hukum adat dan membiarkannya tetap eksis dalam kehidupan sosial
masyarakat. Sementara warga Empat Suku yang semula menganut Adat
Perpatih melakukan perubahan bentuk dengan mengadakan penyesuaian-
penyesuaian dengan adat Temenggong. Adapun kelompok masyarakat yang
tetap mempertahankan Adat Perpatih dengan sistem kekerabatan
matrilineal, seperti yang dianut di beberapa daerah Siak Sri Indrapura
memperlihatkan sikap yang moderat dalam pelaksanaan organisasi sukunya.

Interaksi antara kewarisan hukum adat dengan hukum kewarisan
Islam di daerah Melayu-Siak umumnya terjadi dalam bentuk kerjasama dan

pertentangan (cooperation-conflict). Unsur-unsur adat lokal terlihat pada




pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti dan pola
pembagian harta warisan yang lebih memperioritaskan anak perempuan.
Sebaliknya, interaksi tidak terjadi dalam bentuk persaingan (competition). Hal
ini, erat kaitannya dengan posisi hukum adat sebagai sumber nilai dalam
masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Melayu-Siak hukum adat yang
menjadi sumber nilai adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum
Islam dan kedudukannya berada di'bawah hukum Islam.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa teori evolusi-konflik yang
dikemukakan Amir Syarifuddin dan teori pelapisan (superimposition theory)
yang digagas W. Marcais tidak sepenuhnya terjadi dalam masyarakat Melayu-
Siak. Interaksi kewarisan hukum adat Melayu-Siak dengan hukum kewarisan
Islam juga tidak seperti teori integrasi yang dikemukakan Abdullah Syah.
Interaksi kedua sistem hukum tersebut pada masyarakat Melayu-Siak terjadi
dalam bentuk kerjasama dan konflik (cooperation-confiict) dan unsur-unsur
hukum kewarisan Islam mendominasi keseluruhan aspek kewarisan.

B. Saran-saran

Apa yang telah dijelaskan di atas adalah upaya untuk melihat lebih
jauh fenomena pelaksanaan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan
Islam. Disertasi ini telah membahas secara mendalam persoalan-persoalan
kewarisan di daerah Melayu-Siak. Namun demikian, penelitian ini melahirkan
persoalan-persoalan baru diluar topik disertasi dan hal itu membutuhkan

penelitian tersendiri.



279

Oleh karena itu, ada beberapa saran yang periu dikemukakan, yaitu;

Pertama, kaj.ian pelaksanaan kewarisan merupakan fenomena
psikologis individual yang sangat abstrak. Sangat sulit untuk memastikan
apakah setiap individu yang melaksanakannya didorong oleh ketaatannya
kepada agamanya, atau karena faktor-faktor lain. Untuk melihat faktor-faktor
tersebut perlu dilakukan penelitian yang mengungkapkan korelasi dengan
mengadakan penelitian terhadap aspek-aspek hukum Islam lainnya seperti
zakat dan seterusnya.

Kedua, dari hasil temuan di lapangan ternyata tokoh-tokoh agama
atau pemuka agama mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap
pelaksanaan kewarisan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang peran
tersebut serta upaya mereka dalam mensosialisasikan agama Islam sehingga
diterima dan diamalkan penganutnya dengan baik dalam rangka membangun
masyarakat muslim yang berkwalitas di daerah ini.

Ketiga, disarankan kepada Pemdakab Siak untuk bersikap lebih pro-
aktif dalam menggali dan melestarikan budaya Melayu, serta mendorong
munculnya penelitian yang berkaitan dengan budaya Melayu, khususnya
budaya Melayu-Siak.

0000000
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